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ABSTRAK 

Anggun Sari/222016030/2020/Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak 

Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Madang Suku II 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Akurasi  Administrasi 

Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Madang Suku II 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Madang Suku II. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel secara random sampling. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisi regresi linier berganda. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan variable akurasi administrasi perpajan, 

sanksi pajak berpengaruh dan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Secara 

parsial tingkat akurasi administrasi perpajakan berpengaruh dan signifikansi terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sedangkan variabel sanksi pajak juga berpengaruh dan 

signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

 

Kata Kunci : akurasi admnistrasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak PBB-P2 
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ABSTRACT 

Anggun Sari/222016030/2020/The Effect of Tax Administration Accuracy and Land and 

Building Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels in Paying Land and Building Taxes on 

Urban and Urban Buildings (PBB-P2) in Madang Suku II District, East Ogan Komering Ulu 

Regency. 

 

 

The formulation of the problem in this study is how the Effect of Accuracy in Tax Administration 

and Tax Sanctions on Land and Building Taxes on the Level of Taxpayer Compliance in Paying 

Land and Building Tax (PBB) in Madang Suku II District, Ogan Komering Ulu Timur Regency. 

This research was conducted in Madang Suku II District. This type of research is associative 

research. The data used are primary and secondary data. Random sampling technique. The 

analysis technique used is multiple linear regression analysis. Analysis of the data used is 

quantitative analysis. The results of this study are simultaneously variable accuracy of exposure 

administration, tax penalties and the significance of the level of compliance of taxpayers PBB-P2. 

Partially, the level of accuracy of tax administration has an effect and significance on the level of 

tax compliance of PBB-P2. While the variable tax sanctions also influence and significance of the 

level of tax compliance for PBB-P2. 

 

Keywords : accuracy of tax administration, tax sanctions, tax compliance PBB P2 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerimaan negara yang saat ini sedang menjadi primadona sebagai 

salah satu sumber penerimaan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan 

kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang 

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara 

langsung dapat ditujukan, hal ini sangat penting karena dapat meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan 

baik segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan.  

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan Negara, yang 

akan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Sesuai dengan pengertian pajak menurut Waluyo 

(2005:4), pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturanperaturan 

dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah itu sendiri pengelolaan keuangan daerah 

merupakan sub-sistem dari system pengelolaan keuangan negara dan 

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah setempat. 

Pengelolaan keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak



2 
 

 
 

agar keuangan daerah tersebut bias menjadi efesiensi penggunaannya yang 

sesuai dengan keperluan daerah. Penerimaan PAD yang cukup penting adalah 

pajak daerah. 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak 

kepada daerah yang terutang olah orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmura rakyat (Mardiasmo 2018:14).  Adapun pajak yang menjadi sumber 

penerimaan pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Paja Parkir, Pajak Air 

Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

Berdasarkan pajak-pajak diatas yang merupakan pajak yang cukup penting 

dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah yang penting guna membiayai keperluan dan kebutuhan pemerintah 

daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab. Oleh karena itu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) harus 

lebih ditingkatkan dan di optimalkan dengan itu pembangunan daerah dapat 

terus berjalan dengan baik.  

Menurut Mardiasmo (2018:389) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, 
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dikuasi, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 

dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. 

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan sejak pengalihan dari pajak 

pusat ke pajak daerah pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yaitu sistem Official Assesment System yang artinya suatu sistem 

pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan diterapkan 

sistem pemungutan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (P2). 

Otonomi daerah saat ini, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Hak Otonom), maka hasil dari PBB 

dan pajak daerah lainnya menjadi tumpuan dan harapan besar pemerintah 

daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, meskipun 

pemerintah daerah menerima pembagian atau transfer anggaran dari 

pemerintah pusat. Maka hak otonom daerah diperkuat dengan melakukan 

perubahan peraturan yang mengatur pajak daerah. Tindakan pemerintah 

tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi 

daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah menjadi lebih baik. Sejak diberlakukannya  Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan salah satu pajak yang dilimpahkan 
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pengelolaannya ke daerah merupakan salah satu strategi untuk peningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintah daerah.   

Tingginya target penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah 

khusunya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikanya. 

Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk 

merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang 

berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam 

realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan yang berlaku di 

Indonesia adalah Self-assessment System dimana segala pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) 

hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan, (Devano & Siti, 

2006:109). 

Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur juga 

mempunyai tugas dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang 

bersumber dari sektor perpajakan dan masih belum optimalnya penerimaan 

daerah tersebut sehingga perlu adanya pengawasan dalam mengoptimalkan dan 

memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena penerimaan dan realisasi 

pada lima tahun terakhir masih ada target yang belum dicapai. 

Kepatuhan perpajakan menurut Devano & Siti (2006:110), merupakan 

ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib 

pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundangan perpajakan. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti (2010:138) 

mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam 

rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam 

pemenuhannya yang diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu Negara, penegakan hukum perpajakan, 

sanksi pajak, pelayanan pajak (Devano & Siti, 2006:112). 

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap 

bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan 

kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran 

masyarakat (Nugroho 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang 

rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya 

atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan wajib pajak adalah adalah tindakan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku 

dalam suatu negara. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak akan 

membawa konsekuensi sebagai berikut: Hilangnya potensi pendapatan, 

membuat sistem perpajakan kurang prospektif, dan membuat sistem perpajakan 

kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. 
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Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah administrasi 

perpajakan (tax administration). Menurut Prous (2013), administrasi 

perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan 

pemungutan pajak. Semakin efektif administrasi perpajakan maka akan 

semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena 

waji pajak khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan akan 

lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya.  

No SOP Pendaftaran dan 

Pembayaran Wajib Pajak 

PBB-P2 Sesuai DJP 

Pelaksanaan SOP Yang Ada 

di Kecamatan Madang Suku 

II 

Kesalahan 

Administrasi 

1. Pendaftaran 

Syarat-syarat Pendaftaran terdiri 

dari :  

1) Mengisi SPOP 

2) Mengisi belangko 

permohonan 

pendaftaran Objek 

Pajak Baru PBB-P2 

3) Fotokopy KK 

4) Fotokopy KTP atau 

identitas lainnya 

5) Fotokopy salah  satu 

bukti surat tanah 

6) Fotokopy SPPT 

tetangga  

a. SPOP di isi dengan benar, 

jelas dan lengkap yang 

meliputi: 

1) NOP  

2) Nama subjek pajak 

3) Alamat  

4) NPWP 

5) No KTP/KK 

6) Surat tanah 

7) Zona nilai tanah  yang 

berbeda-beda dengan 

tarif yang berbeda-beda 

juga yaitu : 

 Tarif  0,01% untuk 

NJOP di bawah  nilai 

Rp. 200 juta  

Pendaftaran  

Syarat-syarat Pendaftaran 

terdiri dari :  

1) Mengisi Formulir 

2) KTP 

3) Surat tanah/tanda 

kepimilikan bangunan 

dan tanah lainnya 

4) Surat pengantar dari 

desa 

a. SPOP di isi dengan benar, 

jelas dan lengkap yang 

meliputi : 

1) NOP 

2) Nama subjek pajak 

3) Alamat 

4) No KTP 

5) Surat tanah atau tanda 

kepemilikan bangunan 

atau tanah lainnya. 

b. Petugas memberika bukti 

penerimaan surat kepada 

wajib pajak dan 

meneruskan kepada 

petugas pendaftaran  

c. perekaman data SPOP 

pencocokan antar SPOP 

dan daftar hasil rekaman 

serta meneruskan berkas 

tersebut untuk dicetak 

langsung  

Kesalahan yang terjadi 

dalam administrasinya 

yaitu kurang 

melampirkan Fotokopy 

KK dan juga NPWP 

serta di kecamatan 

Madang Suku II 

(OKUT) tidak ada  

Zona nilai tanah. 
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 Tarif 0,1% untuk 

NJOP Rp. 200 Juta  

SOP Pendaftaran dan 

Pembayaran Wajib Pajak 

PBB-P2 Sesuai Peraturan DJP 

d. Kepala Badan Pengelolaan 

Pajak Daerah (BPPD) atau  

Pelaksanan SOP yang 

Ada di Kecamatan 

Madang Suku II 

  s/d 2 Miliar 

 Tarif 0,2% untuk 

NJOP Rp. 2 Miliar 

s/d 10 Miliar 

 Tarif 0,3% untuk 

NJOP Rp. 10 Miliar 

atau  lebih    

b. Petugas memberika bukti 

penerimaan surat kepada 

wajib pajak dan meneruskan 

kepada petugas pendaftaran  

c. Dilakukannya penelitian 

kantor dan/atau penelitian 

lapangan  

d. Petugas melakukan review  

e. Melakukan perekaman data 

SPOP pencocokan antar 

SPOP dan daftar hasil 

rekaman serta meneruskan 

berkas tersebut untuk 

dicetak langsung  

f. Kepala Badan Pengelolaan  

      Pajak Daerah (BPPD) atau 

pejabat lainnya yang 

ditunjuk  untuk mereview, 

menetapkan dan 

menandatangani 

pejabat lainnya yang ditunjuk  

untuk mereview, Menetapkan 

dan menandatangani. 

 

 

2 Pembayaran  

a. Pembayaran dilakukan di 

petugas pemungut 

b. Pembayaran melalaui 

tempat pembayaran yang 

ditunjuk, yaitu 

memverifikasi dan 

memberikan bukti lunas 

pada STTS, menyetorkan 

uang pembayaran PBB-P2 

ke bank, serta menerima 

bukti penerimaan. 

c. Pempembayaran melalui 

tempat elektronik seperti 

ATM 

Pembayaran  

a. Pembayaran dilakukan di 

petugas pemungut kecuali 

PNS 

b. Pembayaran melalaui 

tempat pembayaran yang 

ditunjuk, yaitu 

memverifikasi dan 

memberikan bukti lunas 

pada STTS, menyetorkan 

uang pembayaran PBB-P2 

ke bank, serta menerima 

bukti penerimaan. 

 

a. Aparat pajak 

menentukan 

golongan PNS yang 

membayar langsung 

dikarenakan mereka 

beranggapan tingkat 

pemahaman 

golongan PNS lebih 

mengerti dalam 

pembayaran PBB-P2 

langsung ke kantor  

b. Pembayaran melalui 

ATM memang tidak 

diterapkan aparat 

pajak di Kecamatan 

Madang Suku II 

dikarenakan wajib 

pajak disana tidak 

mengerti dalam 

proses membayaran 

pajak melalui ATM, 

Kesalahan 

Administrasi 
No 
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   Sumber : Penulis,2020 

Menurut Mardiasmo (2003:42), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan ditaati/ dipatuhi agar wajib 

pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan ini 

diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib 

pajak sebagaimana dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib 

pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib 

pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Renando (2016) 

yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan 

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi pajak 

terlebih lagi disana 

tidak ada ATM. 

 

Kesalahan 

Administrasi 

 

   c. Wajib pajak yang 

memiliki 

tunggakan dengan 

sengaja hanya 

membayar untuk 

pajak pokok tanpa 

membayar 

tunggakannya. 

d. SPPT wajib pajak 

hilang. 

e. Wajib pajak 

merasa keberatan 

dengan PBB P-2 

yang harus dibayar. 

Pelaksanaan SOP yang 

Ada di Kecamatan 

Madang Suku II 

SOP Pendaftaran dan 

Pembayaran Wajib 

Pajak PBB-P2 Sesuai 

DJP 

No 
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dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak PBB tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. 

Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Helen (2015) yang 

berjudul Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi 

Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan 

Bengkong). Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel 

sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib 

pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani (2017) yang berjudul 

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, 

Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 

pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan 

pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak, norma 
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sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Tabel I.1 

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 

Kecamatan Madang Suku II Kab. Ogan Komring Ulu Timur  

Tahun 2015-2019 

Tahun TARGET REALISASI 

Jumlah 

WP 

Rp Jumlah 

WP 

% Rp % 

2015 4.213 44.893.798 2.450 58 15.431.808 34 

2016 5.474 89.263.280 2.800 51 23.113.379 25 

2017 6.687 90.166.225 3.100 46 38.826.037 43 

2018 6.270 91.599.942 3.250 52 49.779.489 54 

2019 8.678 95.376.888 4.290 49 43.331.980 45 

Sumber : Kecamatan Madang Suku II,2020 

Tabel I.2 

Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar di 

Kecamatan Madang Suku II Kab. Ogan Komring Ulu Timur (Per Desa Pada 

Tahun 2019) 

No DESA TARGET REALISASI PERSEN

TASE % 
  

WP Rp WP Rp 

1 Karang Negara 113 1.553.250 113 1.553.250 100 

2 Kotanegara timur 211 5.211.585 111 3.325.436 63 

3 Margotani-II 57 808.818 57 808.818 100 

4 Sari Negara  239 2.082.084 99 982.084 47 

5 Banban rejo  5 137.025 5 137.025 100 

6 Margotani  1345 11.310.859 602 4.500.250 39 

7 Sri mulyo 670 8.294.796 367 3.558.419 42 

8 Pandan agung  682 6.635.243 236 2.019.924 30 
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9 Kotanegara  977 10.548.485 181 2.208.502 21 

10 Kertanegara  254 2.510.053 159 1.610.053 64 

11 Suka Negara  1307 17.407.556 781 6.617.750 38 

12 Riang bandung 1302 12.817.846 756 6.410.990 50 

13 Jati mulyo II 981 10.471.461 612 6.165.250 58 

14 Pandan jaya  535 5.587.827 211 3.434.209 61 

JUMLAH 8.678 95.376.888 4.290 43.331.98

0 

45 

Sumber : Kecamatan Madang Suku II,2020 

 

Tabel I.3 

Data Wajib Pajak Dengan Kesalahan Administari Perpajakan 

No Desa Jumlah Wajib Pajak 

Ditemukan Kesalahan 

Administrasi 

% 

1 Karang Negara 12 18,0 

2 Kotanegara Timur 14 22,0 

3 Margotani-II 10 15,0 

4 Sari Negara 8 12,0 

5 Banban Rejo 0 0 

6 Marga tani 5 8,0 

7 Sri mulyo 0 0 

8 Pandan agung 0 0 

9 Kotanegara 16 25,0 

10 Kertanegara  0 0 

11 Suka Negara 0 0 

12 Riang bandung 0 0 

13 Jati mulyo II 0 0 
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Sumber : Kecamatan Madang Suku II,2020 

Berdasarkan Tabel I.1 dapat lihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Madang Suku 

II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 target yang ditetapkan oleh pemerintah selalu meningkat akan tetapi 

realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 45%, karena  wajib 

pajak kurang mengetahui cara dan prosedur dalam melakukan pembayaran 

pajak dapat dilihat dari tabel I.1. dan Tabel I.2 merupakan rincian dari jumlah 

wajib pajak dan data target serta realisasi yang ada di Kecamatan Madang Suku 

II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur. 

Berdasarkan Tabel I.3 untuk Karang Negara ditemukan 12 wajib pajak 

pernah mengalami kesalahan 10 di antaranya pernah menerimah SPPT dengan 

nama yang salah dan 2 wajib pajak lainnya mengalami kesalahan yaitu 

pencantuman nomor rumah di dalam SPPT. Di daerah Kotanegara Timur 

ditemukan 14 wajib pajak pernah mengalami kesalahan 6 di antaranya pernah 

menerimah SPPT dengan total luas tanah yang salah dan 8 wajib pajak lainnya 

mengalami kesalahan yaitu pencantuman nama wajib pajak di dalam SPPT. 

Daerah Margotani-II terdapat 10 wajib pajak yang pernah mengalami 

kesalahan administrasi 7 di antaranya mengalami kesalahan pencantuman 

nomor rumah dan 3 wajib pajak lainnya mengalamai kesalahan pencatatan 

nomor dusun. Daerah Sari Negara terdapat 8 wajib pajak yang pernah 

mengalami kesalahan administrasi 3 di antaranya mengalami kesalahan  dalam 

14 Pandan jaya 0 0 

 Jumlah 65 100 
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penetuan harga bangunan dan 5 wajib pajak lainnya menerima 2 SPPT. Daerah 

Marga Tani ditemukan 5 wajib pajak yang semuanya pernah mengalami yaitu 

pencantuman nomor rumah di dalam SPPT. Daerah Kotanegara terdapat 16 

wajib pajak yang pernah mengalami kesalahan administrasi 10 di antaranya 

mengalami kesalahan penulisan luas tanah dan 6 wajib pajak lainnya 

mengalamai kesalahan nama wajib pajak.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat 

Kecamatan Madang Suku II Kab. Ogan Komring Ulu Timur tentang 

administrasi pajak dan sanksi pajak yaitu masyarakat menyatakan bahwa 

masyarakat beranggapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

tidak terlalu penting dan itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak 

pemerintah. penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Madang Suku 

II, Ogan Komreng Ulu Timur Ini dikarenakan penulis melihat penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Madang 

Suku II tidak sesuai dengan target yang diinginkan dan pada tahun 2019 jumlah 

wajib pajaknya sangat jauh dari target wajib pajak yang ditetapkan.  

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan 

mewawancarai pihak kecamatan yang diwakili oleh seketaris camat yang 

menjelaskan bahwa kecamatan ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena 

disebabkan oleh faktor ekonomi dengan pendapatan yang kecil dapat membuat 

wajib pajak tidak patuh dikarenakan wajib pajak masih memerlukan dananya, 

kurang adanya sosialisasi dari pusat antar masyarakat, kurang adanya sanksi 
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ketegasan dari pemerintah , serta setiap adanya transaksi penjualan tanah 

sertifikat tanah tersebut masih atas nama si penjual karena pihak dispenda tidak 

mengeluarkan sertifikat tersebut dengan beralasan waktu, sehingga 

mengakibatkan masyarakat kurang peduli dengan perpajakan dan diakibatkan 

kurang informasi atau sosialisasi yang jelas sehingga membuat masyarakat 

rendah terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. 

Dari uraian berdasarkan hasil wawancara aparat pajak seharusnya lebih 

bisa memperhatikan bagaimana cara penyampaian dalam membayar pajak 

yang baik kepada masyarakat, dan juga masyarakat seharusnya menyadari 

pentingnya memahami kewajiban dalam mmembayar pajak. Apabila adanya 

peralihan nama, wajib pajak perlu adanya proses balik nama atas penjualan 

tanah agar SSPT bener-benar sampai kepada yang bersangkutan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut agar dapat dibuat survey pendahuluan 

yang diambil dari wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Madang Suku 

II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur. 

        Tabel I.4 

     Survei Pendahuluan 

Wajib Pajak PBB-P2 

Yang Tidak Patuh 

Kesalahannya 

Kamat   Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan 

aparat pajak yaitu pencatatan nama. 

Kurniawan Pernah mengalami kesalahan administrasi dari aparat pajak 

yaitu pencantuman nomor rumah yang salah pada SPPT. 

Mudi yanto Pernah mengalami kesalahan administrasi dari aparatat pajak 

yaitu kesalahan dalam pencatatan jumlah luas tanah.  

Yazid Pernah mengalami kesalahan administrasi dari aparat pajak 

yaitu penetuan harga bangunan.  

Zuwawi  Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

aparat pajak yaitu letak objek pajak salah karena disebabkan 



15 
 

 
 

oleh aparat pajak keliru dalam penulisan. 

Wagiran  Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak yaitu kurang jelas dalam menulis nama dia sendiri 

Bahron Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

aparat pajak yaitu keterangan tempat lokasi tanah salah 

sehingga mengalami kesulitan dalam menyebarkan SPPT 

Ansori Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam melampirkan 

berkas yang menjadi prasyarat 

Kamal Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu salah dalam menulis angka NOP  

Andra Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam 

mencantumkan alamat sehingga petugas pajak mendapatkan 

kendala dalam pemrosesan  data  

Tiwi Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu kurang jelas dalam menulis nama 

dia sendiri sehingga petugas pajak salah dalam mencantumkan 

nama dalam SPPT. 

Rafif Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu kesalahan dalam penulisan luas 

tanah ke dalam SPOP 

Pajeri Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam melampirkan 

berkas yang menjadi prasyarat 

Baiti Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu tidak mencantumkan SPPT 

tetangga, sehingga berkas yang diperlukan tidak lengkap 

Asiah Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam 

mencantumkan alamat tanah, sehingga aparat pajak sulit dalam 

memproses data. 

    Sumber : Penulis 2020 

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul “Pengaruh Akurasi 

Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan 

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak 
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Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan 

Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian  latar belakang di atas maka permasalahan yang 

dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Akurasi  

Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan 

Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 

Kecamatan Madang Suku II  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ? 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

 

1. Bagi Penulis 

Melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan 

untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah tentang realisasi penerimaan 

pajak bumi dan bangunan terutama tentang kepatuhan wajib pajak. 
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2. Bagi Kecamatan Madang Suku II 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun atau membuat kebijakan mengenai pajak bumi dan 

bangunan agar penerimaan pajak tersebut dapat meningkat. 

3. Bagi Almamater 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengukur kemampuan mahasiswa/i dalam melanjutkan mata kuliah 

selanjutnya dan agar dapat dijadikan referensi unutk penelitian 

selanjutnya. 
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